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 Organisasi Masyarakat Islam dengan pedoman gerakan amar ma’ruf nahi 
munkar, Front Pembela Islam (FPI) lahir dalam era reformasi pada tanggal 17 
Agustus 1998, FPI bertujuan mambangun ketertiban dan menciptakan masyarakat 
yang aqidah dan syari’at, akhlak dan moral yang baik, sosial dan kemasyarakatan, 
pendidikan dan kebudayaan, ekonomi dan industri, politik dan keamanan, 
pengetahuan dan teknologi, serta sektor-sektor kehidupan Umat manusia lainnya. 
kegiatan yang dilakukan oleh FPI dianggap sebagai ancaman bagi Pemerintah. 
Tindakan-tindakan berupa aksi sweeping dan beberapa anggota FPI yang ikut serta 
dalam kegiatan terorisme membuat Pemerintah harus mengeluarkan SKB 6 Pejabat 
tentang Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI 
pada tanggal 30 Desember 2020.  
Penelitian ini bertujuan mengetahui alasan, dasar, serta keabsahan dari SKB 
6 Pejabat tentang Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian 
Kegiatan FPI. Dengan pendekatan normatif mengenai asas-asas, norma, kaidah dari 
peraturan perundangan, putusan pengadilan, peranjian, serta doktrin (ajaran). Untuk 
itu penulis melakukan penelitian yang bersumber dari data primer dan sekunder 
berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, skripsi dan internet 
terkait. Menggunakan  analisis yuridis-kualitatif. Hasil dari penelitian ini 
menunjukan bahwa penerbitan SKB 6 Pejabat tentang Kegiatan Penggunaan 
Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI sesuai dengan hukum formil 
berdasar kepada  Undang- Undang  Dasar   Negara   Republik Indonesia Tahun 
1945  
Kata Kunci : FPI, SKB 6 Pejabat tentang Kegiatan Penggunaan Simbol dan 










Islamic Community Organization with the guidelines of the amar ma'ruf 
nahi munkar movement, the Islamic Defenders Front (FPI) was born in the reform 
era on August 17, 1998, FPI aims to build order and create a society that has aqidah 
and shari'ah, good character and morals, social and society, education and culture, 
economy and industry, politics and security, knowledge and technology, as well as 
other sectors of human life. activities carried out by FPI are considered a threat to 
the Government. Actions in the form of sweeping actions and several FPI members 
who participated in terrorism activities forced the Government to issue a Decree of 
6 Officials on Activities to Use Symbols and Attributes and Termination of FPI 
Activities on December 30, 2020. 
This study aims to determine the reasons, basis, and validity of the SKB 6 
Officials regarding the Activities of Using Symbols and Attributes and Termination 
of FPI Activities. With a normative approach regarding principles, norms, rules of 
laws and regulations, court decisions, agreements, and doctrines (teachings). For 
this reason, the authors conduct research that is sourced from primary and 
secondary data based on laws and regulations, books, journals, theses and related 
internet. Using juridical-qualitative analysis. The results of this study indicate that 
the issuance of the SKB 6 Officials regarding the Activities of Using Symbols and 
Attributes and Termination of FPI Activities is in accordance with formal law based 
on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. 
Keywords: FPI, SKB 6 Officials on Activities of Using Symbols and Attributes and 
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(Hadits Riwayat ath-Thabrani, Al-Mu’jam al-Ausath) 
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A. Latar Belakang 
Manusia adalah makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendiri 
tanpa adanya campur tangan orang lain. Alasan inilah yang kemudian 
mendasari manusia untuk hidup bermasyarakat (civil society). civil society 
dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, 
menjalani, dan memaknai kehidupannya.1 Pengertian societes civilis 
dinggap sama dengan pengertian negara (the state), merupakan satu 
organisasi otoritas yang sasaran kegiatan dengan otoritasnya adalah 
mengatur satu masyarakat yang ada secara keseluruhan. Pada dasarnya 
ketentuan yang menyangkut organisasi, susunan, wewenangnya serta alat 
perlengkapan negara dan hubungannya satu sama lain disusun dan 
ditetapkan oleh konstitusi, yang berfungsi sebagai hukum tertinggi.2 
Indonesia secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya pada 
tanggal 17 Agustus 1945 oleh Ir. Soekarno. Pada saat itu lahir sebuah tujuan 
negara berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 alenia ke 4 (empat) yaitu: (1) melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan 
kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; 
                                                          
1 Qodri Azizy, Melawan Golbalisasi Reinterpretasi Ajaran Islam: Persiapan SDM dan 
Terciptanya Masyarakat Madani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 126 
2 Dr. Isyaryanto.SH., M.Hum. Konstitusi dan Perubahan Konstitusi. Surakarta: Pustaka 





dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai cita 
negara (staatsidee) peraturan perundang-undangan diperlukan agar 
terciptanya ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat. Hukum sebagai 
pengendali tata kehidupan bernegara, social control yakni mengendalikan 
masyarakat untuk berperilaku sesuai hukum (ius constitutum).  
Menurut A. Hamid S. Attamimi, pentingnya suatu konstitusi atau 
Undang-Undang Dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi 
batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara itu harus dijalankan.3  
Dengan demikian, maka undang-undang dasar merupakan “the basic of the 
national legal order”, oleh karenanya dalam setiap negara akan ditemukan 
suatu undang-undang dasar, baik berupa “single document” atau “multi 
document.” Sebagai “the basic of the national legal order”, maka ketentuan- 
ketentuan dalam undang-undang dasar akan menjadi sumber acuan bagi 
pembentukan peraturan perundang-undangan negara yang kedudukannya 
lebih rendah dari undang-undang dasar.4  Melalui UUD 1945 ini mengalir 
peraturan-peraturan pelaksana menurut tingkatannya masing-masing yang 
merupakan sumber hukum formil. 
Sebagai subjek hukum manusia merupakan penyandang hak dimana 
hak itu diatur dan dilindungi oleh hukum. Diatur dalam pasal 28 I ayat 1 
                                                          
3 A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi, UI-Jakarta, 1990, hlm. 215. 
4 Rosjidi Ranggawidjaja, Wewenang Menafsirkan Undang-Undang Dasar, Cita Bhakti 





UUD 1945 yaitu “hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan 
hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak 
asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Selain 
itu hak asasi manusia menjadi alasan masyarakat dalam berorganisasi 
sebagai mana tertuang dalam pasal 28 E ayat 3 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu menjamin hak setiap orang 
atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun 
bukan berarti kebebasan tersebut tanpa adanya aturan. Sebagai negara 
hukum (rechtsstaat), segala perilaku masyarakat harus sesuai dengan hukum 
yang berlaku (ius constitutum). Menurut Dr. Widiyanto salah satu lulusan 
Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Borobudur,  dalam negara 
demokrasi peran ormas dapat dijadikan sebagai tolok ukur sejauh mana 
proses demokrasi dijalankan. Karena itu ormas menjadi cerminan 
masyarakat dalam proses kebijakan pemerintah. 
Dalam tataran praksis, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat 
dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan 
keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan 
dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. 
Sedangkan dalam negara yang berdasarkan atas hukum, dalam hal ini 
hukum harus dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang 
berpuncak pada konstitusi.5 Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi, 
                                                          






karena hukum tidak dimaksudkan hanya untuk menjamin kepentingan 
beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan 
bagi semua orang sehingga negara hukum yang dikembangkan bukan 
absolute rechtsstaat, tetapi demcratische rechtsstaat.  Dalam hierarki 
perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan tertinggi yang mendasari segala 
peraturan perundang-undangan di Indonesia. 
Hadirnya organisasi masyarakat (ormas) merupakan bentuk 
keseimbangan dari sebuah sistem pemerintahan di Indonesia. Dengan 
tujuannya masing-masing sedikit banyaknya Ormas telah berkontribusi 
untuk pemerintah sejak sebelum kemerdekaan hingga sekarang. Kerena 
mayoritas penduduknya adalah islam maka Ormas islam di Indonesia telah 
berkembang pesat di seluruh penjuru nusantara. Salah satunya adalah Front 
Pembela Islam (FPI) yang telah berdiri sejak 17 agustus 1998. Sesuai 
dengan namanya organisasi ini bergerak di bidang keagamaan. Tetapi FPI 
kerap kali mendapat ancaman dari pemerintah terhadap aksi yang dilakukan 
oleh organisasi tersebut, yang dinilai mengganggu ketertiban dan 
mengancam kedaulatan. 
Keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 Pejabat tentang 
Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian 
Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) pada 30 Desember 2020 merupakan 
salah satu bentuk ketegasan pemerintah dalam mengatasi atau membatasi 





undangan yang berlaku. Diatur dalam pasal 62 ayat 3 Undang Undang 
Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam hal ini 
yang berwenang untuk memberikan sanksi penghentian adalah  Menteri dan 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan 
hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan 
surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.Dengan 
demikian FPI telah resmi diberhentikan  dan dilarang melakukan kegiatan 
dalam bentuk apapun.  
Berbeda dengan peraturan sebelumnya, di dalam Undang Undang 
Nomor 16 tahun 2017 menghapus mekanisme pembubaran Ormas melalui 
peradilan. Dalam ketentuan Pasal 61 Undang Undang Nomor 16 tahun 2017  
tentang Organisasi Kemasyarakatan diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: Pasal 61 (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 60 ayat (1) terdiri atas: a. peringatan tertulis; b. penghentian kegiatan; 
dan/atau c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status 
badan hukum. Keputusan tersebut dinilai diambil secara sepihak dan 
melanggar konstitusi karena tidak melalui peradilan.  
Melalui Surat Keputusan Bersama(SKB) 6 Pejabat yakni Menteri 
Dalam Negeri (mendagri), Menteri Hukum dan HAM (menkunham), 
Menteri Komunikasi dan Informatika (menkominfo), Kepala Kepolisian 
Republik Indonesia (Kapolri), Jaksa Agung, dan Kepala Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme (BNPT) Nomor 220/4780 Tahun 2020, Nomor 





Tahun 2020, Nomor KB/3/XII Tahun 2020, dan Nomor 320 Tahun 2020  
tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta 
Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI).Pemerintah telah 
menyatakan bahwa FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai 
Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan, sehingga secara de jure telah bubar sebagai 
Organisasi Kemasyarakatan. Atas dasar pemikiran dan uraian tersebut, 
maka penulis tertarik untuk melakuan kajian dan penelitian dengan judul 
“Tinjauan Yuridis Surat Keputusan 6 Pejabat tentang Larangan 
Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan 
FPI”. 
B. Rumusan Masalah 
1. Apa alasan dikeluarkannya SKB 6 Pejabat tentang Larangan Kegiatan 
Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI ? 
2. Apa dasar dikeluarkannya SKB 6 Pejabat tentang Larangan Kegiatan 
Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI ? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui alasan dikeluarkannya SKB 6 Pejabat tentang 
Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan 
FPI. 
2. Untuk mengetahui dasar dikeluarkannya SKB 6 Pejabat tentang 






3. Mengetahui keabsahan dari SKB 6 Pejabat tentang Kegiatan 
Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI. 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan dari tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka 
diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Adapun beberapa manfaat yang ingin diberikan oleh penulis 
antara lain : 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
wawasan, literasi, referensi, serta pemahaman mengenai apa yang 
penulis sampaikan dalam penelitian ini. Yakni tentang bagaimana surat 
keputusan bisa diterbitkan, untuk kemudian digunakan sebagai bahan 
pemikiran dan pembelajaran. 
2. Manfaat Praktis 
Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat, antara lain : 
a. Bagi Penulis 
Penilitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai proses 
pembelajaran di akhir perkuliahan. Selain itu penulis dapat 
berinteraksi dengan berbagai narasumber yang telah 
memberikan informasi untuk penelitian ini. 





Penelitan ini dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai 
bahan pembelajaran baik di dalam perkuliahan maupun di luar 
perkuliahan.  
E. Tinjauan Pustaka 
Untuk menyusun penelitian ini penulis memperlukan beberapa 
referensi dari berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan Tinjauan 
Yuridis SKB 6 Pejabat tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan 
Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI. Adapun yang menjadi tinjauan 
pustaka dalam penelitian ini yaitu : 
a. M.Khairul Wardi Analisis Pendirian Dan Pembubaran Organisasi 
Kemasyarakatan (Studi Putusan Mahkamah Agung Terhadap NW Dan 
HTI)  
Semanagat partisipasi masyarakat membangun bangsanya 
terlihat sejak sebelum dan sesudah Indonesia merdeka, salah satu 
caranya yaknimendirikan Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan 
ketentuan undangundang, Ormas yang berbadan hukum berdasarkan 
Staatsblad 1870 Nomor: 64 tentang perkumpulan-perkumpulan 
Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkhied van Vereenigingen) yang 
berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan 
konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap 
diakui keberadaan dan kesejahteraannya sebagai aset bangsa, tidak perlu 
melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, 





berdasarkan kepentingan salah satu pihak,organisasi wajib memiliki AD 
dan ART untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan aktivitas 
organisasi, pengesahan sebagai Badan Hukum perkumpulan diterbitkan 
oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang 
Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ormas dilarang menyebarkan ajaran 
dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasial, seperti Atheisme, 
Marxisme dan Leninisme, sehingga undang-undang nomor 17 tahun 
2013 tentang ormas tidak lagi memadai pemerintah menerbitkan Perppu 
Nomor 2 tahun 2017 untuk mejelaskan lebih luar tentang ajaran/paham 
yang dilarang.6 
b. Muhammad Hardiansyah Kusuma Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia 
Oleh Pemerintah Republik Indonesia Dalam Pandangan Hukum Islam 
Dan Konstitusi Indonesia. 
Dalam kehidupan sekarang ini Islam menjadi perbincangan 
hangat di Indonesia. Salah satunya adalah terdapatnya Organisasi 
Masyarakat Islam yang menuai kontroversi. Di Indonesia sendiri 
terdapat berbagai jenis Organisasi Masyarakat berbasis Islam, yaitu 
yang pertama Nahdatul Ulama Organisasi ini adalah yang paling banyak 
di ikuti oleh masyarakat Indonesia, yang kedua Muhammadiyah, Al-
Irsyad Al-Islamiyah, FPI, Hizbut Tahrir Indonesia dan masih banyak 
yang lainnya. Akan tetapi masih hangat dalam ingatan kita mengenai 
                                                          
6 Wardi M. Khairul, “Analisis Pendirian Dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan 
(Studi Putusan Mahkamah Agung Terhadap NW Dan HTI), Skripsi Sarjana Hukum Universitas 





pembubaran Organisasi Masyarakat berbasis Islam Hizbut Tahrir 
Indonesia pada tanggal 17 Juli 2017 lalu berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2017 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan yang mengubah atas Undang-Undang No 
17 Tahun 2013 tentang organisasi Kemasyarakatan.7 
c. Nabih Amer Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam 
Perspektif Negara Hukum 
Pembubaran organisasi kemasyarakatan yang merupakan 
kewenangan mutlak Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2017 belum mencerminkan prinsip dasar dari sebuah negara 
hukum yang menghendaki adanya perlindungan hak asasi manusia dan 
pembagian kekuasaan. Semestinya pembubaran organisas 
ikemasyarakatan melibatkan pengadilan untuk mengadili berkaitan 
pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan yang 
tujuannya untuk menghindari adanya keputusan subjektif yang 
dilakukan oleh pemerintah. 
Bahwa UUD NRI Tahun 1945 menekankan pentingnya sistem 
check and balances (pengawasan dan keseimbangan) yang mana perlu 
ada pembagian kekuasaan yang jelas antara fungsi eksekutif dan 
yudikatif. Artinya dalam permasalahan pembubaran organisasi 
kemasyarakatan sangat penting untuk melibatkan pengadilan untuk 
                                                          
7Muhammad Hardiansyah Kusuma, “Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Oleh Pemerintah 
Republik Indonesia Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Konstitusi Indonesia”. Skripsi Fakultas 





memutus vonis pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia 
dengan cara melakukan penataan penyelesaian sengketa di pengadilan 
dengan menggunakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan 
sehingga proses penyelesaian sengketa pembubaran organisasi 
kemasyarakatan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.8 
F. Metode Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan 
(library research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan 
metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatatserta 
mengolah bahan penelitiannya.9 Dengan menggunakan data sekunder 
yang diperoleh melalui penelusuran dokumen. 
b. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 
normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang 
meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem 
norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari 
peraturan perundangan, putusan pengadilan, peranjian, serta doktrin 
(ajaran).10 
                                                          
8 Nabih Amer, “Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara 
Hukum”, Jurnal Legalitas, Volume 12, Nomor 01, 2020. 
9 Mustika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), 
hlm. 2-3 
10 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 





c. Sumber Data 
1. Data Primer  
Data primer yang diambil dalam penulisan ini adalah dari 
perundang-undangan dan buku-buku terkait SKB tentang Larangan 
Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian 
Kegiatan FPI yang bersifat mengikat. 
2. Data Sekunder  
 Data sekunder berfungsi sebagai informasi dan penjelasan 
dari data hukum primer. Diperoleh dari kepustakaan yaitu 
jurnal,skripsi, dan buku-buku terkait SKB tentang Larangan 
Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian 
Kegiatan FPI. 
d. Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustaakan, 
yaitu dengan mengumpulkan data melalui buku-buku, jurnal, skripsi, 
dan perundang-undangan terkait objek penelitian SKB tentang 
Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian 
Kegiatan FPI.  
e. Metode Analisis Data 
Metode yang digunakan dalam penetilian ini adalah analisis 





secara normatif terhadap perundang-undangan dan keputusan yang 
berlaku sebagai hukum positif agar menghasilkan penelitian yang 
rasional dan objektif. 
G. Rencana Sistematika Penulisan 
Penelitian ini penulis menyusun beberapa bab untuk dapat 
menyajikan penelitian secara lengkap dan jelas, yaitu meliputi : 
1. Bab 1 Pendahuluan, pada bab ini penulis menyampaikan mengenai: (a) 
Latar Belakang Masalah; (b) Rumusan Masalah; (c) Tujuan Penelitian; 
(d) Manfaat Penelitian; (e) Tinjauan Pustaka; (f) Metode Penelitian; (g) 
Rencana Sistematika Penulisan; (h) Jadwal Penelitian; (i) Daftar 
Pustaka. 
2. Bab 2 Tinjauan Konseptual, pada bab ini penulis menyampaikan 
mengenai landasan teori yang terkait dalam penulisan ini. Tinjauan 
tentang Ormas Islam di Indonesia, Tinjauan tentang FPI (Front Pembela 
Islam), Tinjauan tentang Peraturan Pemerintah. 
3. Bab 3 Rumusan Masalah, pada bab ini penulis menguraikan data hasil 
penelitian yaitu: (1) Apa alasan dikeluarkannya SKB tentang Larangan 
Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan 
FPI; (2) Apa dasar dikeluarkannya SKB tentang Larangan Kegiatan 
Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI. 
4. Bab 4 Penutup, pada bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran dari 








A. Tinjauan Umum Tentang Organisasi Masyarakat Di Indonesia 
berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan   
1. Pengertian tentang Organisasi Masyarakat 
Organisasi pada dasarnya merupakan sarana untuk mencapai 
tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajerial yang dilakukan 
oleh seorang pimpinan.11 Organisasi ini dibentuk guna menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat dalam upaya pembangunan nasional. 
Di daalamnya terdapat struktur, tugas dan tanggung jawab masing-
masing. Karena organisasi ini masih di dalam sebuah kenegaraan maka 
pergerakannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di negara tersebut. 
Adapun beberapa pengertian organisasi menurut para ahli : 
1. Menurut Thoha yang dikutip oleh Silalahi 
“ Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang 
berstruktur yang menunjukkan wewenang, tanggung jawab, dan 
pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. 
Hubungan yang berstruktur ini disebut hirarki dan konsekuensi 
dari hirarki ialah adanya kategori kelompok superior dengan 
kelompok subordinasi.”12 
 
                                                          
11Setyowati, Organisasi dan Kepemimpinan Modern, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm.4 
12 Ulbert Silalahi, Studi tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi, Bandung : 





2. Menurut Weber yang dikutip oleh Thoha  
“Organisasi merupakan suatu batasan-batasan tertentu 
(boundaries),     dengan demikian seseorang yang melakukan 
hubungan interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan 
sendiri. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu.”13 
 
3. Sejalan dengan definisi-definisi di atas menurut 
Handayaningrat (1981:43), menyatakan ciri-ciri organisasi 
sebagai berikut :  
 
1) Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal.  
2) Adanya kegiatan yang berbeda-beda tapi satu sama lain 
saling berkaitan. 
3) Tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usahanya 
ataupun tenaganya.  
4) Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan.  
5) Adanya suatu tujuan. 
Selanjutnya pengertian masyarakat secara etimologis berasal 
dari kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, 
yaitu “musyarak” yang artinya hubungan (interaksi).14 Sehingga 
definisi masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup 
bersama-sama di suatu tempat dan saling berinteraksi dalam komunitas 
yang teratur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
,masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan 
terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. 
                                                          
13 Miftah Thoha, Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, Jakarta : Rajawali 
2009-2011, hlm.113 
14 M. Prawiro, “Pengertian Masyarakat: Ciri-Ciri, Unsur, dan Macam-Macam Masyarakat” 
20 September 2018, (https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-masyarakat.html), 





1. Teori kemasyarakatan sebagaimana dikemukakan oleh Oran 
Young yang dikutip oleh Arbi Sanit bahwa: 
 “Teori kemasyarakatan yang disusun oleh kaum pluralisme 
menggambarkan bahwa masyarakat bukanlah tersusun dari 
individu, akan tetapi dibentuk oleh kelompok dianggap 
sebagai unit dasar dari masyarakat.”15 
 
2. Dikutip oleh Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. 
Manullang bahwa:  
“Rakyat sebagai sebuah kesatuan individu yang beraneka 
ragam (kepentingan, kebutuhan, cita-cita, dan lainlainnya) 
hidup dalam keteraturan.”16 
Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat disimpulkan 
bahwa Organisasi Masyarakat (ormas) merupakan peng-gabungan dari 
dua kata “organisasi”  dan “masyarakat”. Secara mendasar Organisasi 
masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai Ormas merupakan 
Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan 
tujuan yang sama untuk berpatisipasi dalam pembangunan Negara 
Republik Indonesia yang berlandasakan pada Pancasila dan Undang – 
Undang Negara Republik Indonesia.17 Diatur dalam PENETAPAN 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG 
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS 
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG 
                                                          
15 Arbi Sanit, Swadaya Politik Masyarakat, CV Rajawali, Jakarta 1985,  hlm 174 
16 Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar ke Filsafat Hukum, Cet. I, 
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) hal. 133 
17 Paralegal.id, “Organisasi Kemasyarakatan”, tanggal 22 November 2017, 
https://paralegal.id/pengertian/organisasi-kemasyarakatan/ , diakses pada tanggal 5 mei 2021, jam 





ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-
UNDANG. 
2. Sejarah Lahirnya Front Pembela Islam Di Indonesia 
Organisasi Front Pembela Islam atau lebih populer dengan 
sebutan FPI adalah salah satu Organisasi Masyarakat Islam yang ada di 
Indonesia. FPI mengusung pandangan Islam konservatif, memiliki basis 
massa yang sangat signifikan dan menjadi penggerak pada beberapa aksi 
pergerakan umat Islam di Indonesia.18Disebut FRONT karena orientasi 
kegiatan yang dikembangkan lebih pada konkrit yaitu berupa aksi 
FRONTAL yang nyata dan terang dalam menegakan amar ma’ruf nahi 
munkar. Selain itu menurut Andri Rosyadi arti front itu sendiri mengacu 
pada pengertian “depan”, dan dalam konteks Islam, menjadi “pembela 
paling depan”.  “Pembela” diambil dari QS Ass-Shaff ayat 14 yang 
artinya “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah engkau pembela atau 
penolong Allah. Menurut Habib menjadi “pembela Allah” maksudnya 
adalah menjadi “pembela agama Allah”. Dan Agama Allah itu adalah 
Islam sesuai dengan QS Ali Imron ayat 19 yang artinya “ Sesungguhnya 
agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam”. Jadi, pembela agama 
Allah adalah pembela Islam.19 Sehingga diharapkan senantiasa berada 
di garis terdepan untuk melawan dan memerangi kebhatilan. 
                                                          
18 Devita Retno, Sejarah Terbentuknya FPI di Indonesia, 
https://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-terbentuknya-fpi , diakses pada 18 juni 2020, jam 
21.45  






 Front Pembela Islam (FPI) didirikan pada tanggal 25 Robi’uts 
Tasani 1419 Hijriyyah bertepatan dengan 17 Agustus 1998 
Miladiyah,oleh sejumlah habib dan ulama serta ribuan Umat Islam di 
Jakarta. FPI dideklarasikan sebagai wadah kerjasama Umat-umat dalam 
mennegakkan amar ma’ruf nahi munkar di seluruh sektor kehidupan. 
Karenanya FPI harus peduli terhadap da’wah dan harokah, aqidah dan 
syari’at, akhlak dan moral, sosial dan kemasyarakatan, pendidikan dan 
kbudayaan, ekonomi dan industri, politik dan keamanan, pengetahuan 
dan teknologi, serta sektor-sektor kehidupan Umat manusia lainnya.20 
Konflik sosial yang diwarnai dengan berbagai tindak kekerasan 
terjadi dimana-mana pada era sebelum reformasi. Ada semacam 
tindakan balas dendam yang dilakukan oleh masyarakat terhadap negara 
dan terhadap kelompok sosial lain yang dianggap bagian dari negara. 
Sekelompok masyarakat yang pada masa Orde Baru merasa ditindas dan 
dirampas hak-haknya serta diperlakukan secara tidak adil oleh negara, 
pada era reformasi mereka bangkit dan melakukan perlawanan untuk 
merebut hak-hak mereka yang telah dirampas.21 
Pendirian organisasi ini hanya empat bulan setelah Presiden 
Soeharto mundur dari jabatannya, karena pada saat pemerintahan Orde 
Baru presiden tidak mentoleransi tindakan ekstrimis dalam bentuk 
                                                          
20 Al-habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, Dialog FPI Amar Ma’ruf Nahi Munkar, 
Menjawab Berbagai Tuduhan Terhadap Geerakan Nasional Anti Ma’siat di Indonesia, CetIII, 
Jakarta; Pustaka Ibnu Sidah, 2013. hlm. 127. 
21 Al-Zastrouw Ng, Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI ,Yogyakarta: LKiS, 





apapun. FPI berdiri dengan tujuan untuk menegakkan hukum Islam di 
negara sekuler. Tokoh yang mempelopori berdirinya FPI adalah Habib 
Dr. Muhammad Rizieq Syihab. Lc. MA.22 Lahirnya FPI Menurut habib 
Rizieq tidak lepas dari menurunnya peran Negara yang berdampak pada 
hilangnya tertib hukum di masyarakat. Banyak peraturan pemerintah 
yang dilanggar oleh masyarakat, termasuk disini adalah mengenai judi 
dan kemaksiatan. Pada era reformasi, pemerintah tidak dapat 
mengendalikan terjadinya tindak kemaksiatan, seperti perjudian, 
narkoba, minuman keras, dan beroperasinnya tempat-tempat maksiat 
secara terbuka. Oleh karena itu, FPI berkewajiban mengambil inisiatif 
membantu pemerintah untuk memerangi kemaksiatan tersebut.23 
FPI berdiri untuk melakukan amar ma’ruf nahi munkar. Amar 
ma’ruf adalah perintah untuk melakukan segala perkara yang baik 
menurut hukum syara’ dan hukum akal. Sedangkan nahi munkar adalah 
mencegah setiap kejahatan/kemungkaran, yakni setiap perkara yang 
dianggap buruk oleh syara’ dan hukum akal. Dalam mencapai tujuan 
amar ma’ruf, FPI mengutamakan metode bijaksana dan lemah lembut 
melalui langkah-langkah mengajak dengan hikmah (kebijaksanaan, 
lemah lembut), member mau’idzah hasanah (nasihat yang baik), dan 
berdiskusi dengan cara yang terbaik. Sedangkan dalam melakukan nahi 
munkar, FPI mengutamakan sikap yang tegas melalui langkah-langkah 
                                                          
22 Ibid  





menggunakan kekuatan/kekuasaan bila mampu dan menggunakan lisan 
dan tulisan, bila kedua langkah tersebut tidak mampu dilakukan 
makanahi munkar dilakukan dengan menggunakan hati yang tertuang 
dalam ketegasan sikap untuk tidak menyetujui segala bentuk 
kemungkaran.24 
3. Pendirian Organisasi Masyarakat berdasarkan Peraturan 
Perundang – Undangan  
Pengaturan pendirian Ormas diatur pada pasal 9 bab IV 
Pendirian Orrmas Undang-undang Nomor 13 tahun 2017 perubahan 
Undang Undang Nomor 16 tahun 2017  tentang Organisasi 
Kemasyarakatan. Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara 
Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan.” 
Artinya selain Ormas berbadan hukum diperbolehkan secara hukum 
apabila didirakan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih. 
Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan 
pada pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2017 perubahan 
Undang Undang Nomor 16 tahun 2017  tentang Organisasi 
Kemasyarakatan dilakukan dengan memenuhi persyaratan:  
a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD      
atau AD dan ART;  
b. program kerja; 
                                                          





c. susunan pengurus;  
d. surat keterangan domisili;  
e. nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas;  
f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak 
dalam perkara di pengadilan; dan  
g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan. 
Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada pasal 16 
ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2017 perubahan Undang 
Undang Nomor 16 tahun 2017  tentang Organisasi Kemasyarakatan 
diberikan oleh:  
a. Menteri bagi Ormas yang memiliki lingkup nasional;  
b. Gubernur bagi Ormas yang memiliki lingkup provinsi; atau 
bupati/walikota bagi Ormas yang memiliki lingkup kabupaten/kota. 
Sedangkan yang dimaksud dengan Ormas berbadan hukum 
yaitu, pertama perkumpulan atau ormas yang didirikan berdasarkan 
adanya anggota. Kedua adalah yayasan yang didirikan tidak dengan 
anggota. Adapun apabila pendirian Ormas berbadan hukum harus 
memenuhi syarat berdasarkan pada pasal 12 Undang-undang Nomor 13 
tahun 2017 perubahan Undang Undang Nomor 16 tahun 2017  tentang 
Organisasi Kemasyarakatan yaitu  : 
a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan 
ART; 





c. sumber pendanaan; 
d. surat keterangan domisili; 
e. nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan 
f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa 
g. kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , izin adalah 
pernyataan mengabulkan (tidak melarang dsb); persetujuan 
memperbolehkan. Menurut Ultrecht bilamana membuat suatu 
peraturanumumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih 
memperkenankannya  asal diadakan sesuai ketentuan masing-masing 
secara konkret, maka keputusan administrasi Negara yang 
memperkenankan kegiatan tersebut bersifat suatu izin. Bagir Manan 
mengatakan bahwa izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa 
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan 
melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum 
dilarang. Perizinan sendiri merupakan suatu tata cara mendapatkan 
surat keterangan terdaftar. Dalam hal ini diatur dalam pasal 1 angka (2) 
Permendagri Nomor 33 tahun 2012 yang menegaskan ; “pendaftaran 
adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi masyarakat, 
di Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota berdasarkan ruang lingkup, tugas, dan wewenang 
masing-masing dan diberikan surat keterangan terdaftar ”.  
Sedangkan yang dimaksud dengan surat keterangan terdaftar 
selanjutnya menurut pasal 1 angka (2) Permendagri Nomor 33 tahun 
2012 yaitu dinyatakan bahwa surat yang diterbitkan oleh Menteri 
Dalam Negeri, Gubernur, dan Bupati/Walikota. 
Secara administratif dan teknis, prosedur pendirian organisasi 
berlaku secara umum, dimana organisasi itu didirikan oleh para 
pemarkarsanya atas dasar kesamaan cita-cita dalam mencapai tujuan. 





maksud penataan, agar setiap ormas yang terdaftar dan terdata secara 
administratif dalam kantor pemerintahan. Menurut hemat penulis 
secara teknis prosedur pendirian Ormas terbagi menjadi dua tahap 
proses pembentukan, yaitu : 
1. Tahap pembentukan organisasi 
2. Tahap pendaftaran ke instansi pemerintah 
Dengan demikian, dari sisi proses pembentukan organisasi, 
maka pendirian ormas secara teknis melalui tahapan-tahapan sebagai 
berikut: 
1. Melamparkan gagasan atau ide pendirian;  
2. Merumuskan dan melakukan pembahasan gagasan atau ide; 
3. Merumuskan secara konkret gagasan atau ide-ide organisasi ke 
dalam bentuk rancangan aturan main organisasi dalam bentuk 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) 
organisasi; 
4. Melakukan pembahasan rancangan AD/ART organisasi arah 
kebijakan, dan program kerja organisasi;  
5. Menetapkan atau menyepakati rancangan AD/ART, arah kebijakan, 
dan program kerja organisasi  
6. Memilih dan menetapkan susunan pengurus organisasi yang akan 
mengemban amanat melaksanakan kepemimpinan dan 
kepengurusan guna menjalankan roda organisasi untuk satu periode 
kepengurusan ke depan.25 
Tahap prosedur pembentukan organisasi kemasyarakatan 
dimaksud agar secara teknis dipahami bahwa pembentukan sebuah 
organisasi yang baik dan benar memerlukan tahapan pembentukan 
sesuai kaidah-kaidah ilmiah. Artinya, organisasi akan terformulasikan 
                                                          






dalam aturan internal organisasi dalam bentuk AD/ART organisasi, 




B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Pemerintah 
1. Pengertian Peraturan Pemerintah 
Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 3 perubahan keempat 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
“Indonesia adalah Negara Hukum.” Merupakan salah cita bangsa 
setelah kemerdekaan Indonesia. Gagasan ini ditujukan untuk 
melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dijelaskan 
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alinea ke 
4. Dalam konsepsi negara hukum undang-undang bukan hanya menjadi 
peraturan belaka, namun kehadiran undang-undang ini diharapkan 
mampu mengendalikan masyarakat terhadap kehidupan bernegara. 
Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang 
kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan 
harus berdasarkan hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. 
Sistem hukum nasional merupakan hukun yang berlaku di Indonesia 
dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain 
dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul 






dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu elemen dalam sistem hukum 
nasional adalah sistem peraturan perundang-undangan yang juga 
merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. Sistem hukum pada prinsipnya harus berdasarkan 
dariperaturan perundang-undangan dan tidak didasarkan pada putusan-
putusan sesaat untuk hal-hal tertentu (ad hoc).27 
Istilah undang-undang dibedakan menjadi dua menurut 
kegunaannya masing-masing, yakni dalam arti materiil dan formil. 
Dalam arti materiil pengertian undang-undang adalah meliputi segala 
bentuk peraturan perundangan yang dibuat oleh penguasa yang 
berwenang dan mempunyai kekuatan  mengikat dalam kehidupan 
masyarakat. Pengertian ini cenderung melihat undang-undang sebagai 
peraturan perundangan, meliputi peraturan yang mempunyai tingkat 
paling tinggi sampai peraturan yang paling rendah. Sedangkan dalam 
arti formil pengertian undang-undang hanya merujuk pada satu bentuk 
peraturan tertentu, yaitu bentuk peraturan yang dibentuk oleh Badan 
Pembentuk Undang-undang, menurut tata cara yang telah ditentukan, 
dituangkan dalam bentuk yang telah dituangkan serta diundangkan 
sebagaimana mestinya.28 
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Berlakunya suatu undang-undang dalam arti materiil dikenal 
beberapa asas, antara lain: Pertama, Undang-Undang tidak berlaku 
surut, artinya undang-undang hanya boleh digunakan terhadap peristiwa 
yang disebut dalam undang-undang tersebut dan terjadi setelah undang-
undang itu dinyatakan berlaku. Kedua, Undang-undang dibuat oleh 
penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi 
pula. Ketiga, undangundang yang bersifat khusus menyampingkan 
undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatnya sama (lex 
specialis derogate lex generalis), artinya terhadap peristiwa khusus 
wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, 
walaupun untuk peristiwa khusus tersebut pula diperlakukan undang-
undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang 
dapat juga mencakup peristiwa khusus tersebut. Keempat, Undang-
undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang 
berlaku terdahulu (lex posteriore derogate lex priori) artinya undang-
undang lain (lebih dulu berlaku) dimana diatur suatu hal tertentu, tidak 
berlaku lagi jika ada undang-undang baru (yang berlaku belakangan) 
yang mengatur hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya 
berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut. 
Kelima, Undang-undang tidak dapat diganggu gugat, artinya adanya 
kemungkinan isi undang-undang menyimpang dari Undang-Undang 
Dasar dan hakimatau siapapun tidak mempunyai hak uji materiil 





Pembuat Undang-undang tersebut. Keenam, undang-undang sebagai 
sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan 
spritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui 
pembaharuan atau pelestarian (asas welvaarstaat).29 
Menurut Hamid S. Attamimi, peraturan perundang-undangan 
adalah peraturan Negara di tingkat pusat dan di tingkat daerah yang 
dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat 
atribusi maupun bersifat delegasi, selanjutnya Attamimi memberikan 
batasan mengenai peraturan perundang-undangan adalah semua aturan 
hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk 
tertentu, dengan prosedur tertentu, biasanya disertai dengan sanksi dan 
berlaku umum serta mengikat rakyat.30 
Menurut Solly Lubis yang dimaksud dengan perundang-
undangan adalah proses pembuatan peraturan Negara, dengan kata lain 
tata cara mulai dengan perencanaan (rancangan), pembahasan, 
pengesahan atau penetapan dan akhirnya pengundangan peraturan yang 
bersangkutan. Peraturan perundangan berarti “peraturan mengenai tata 
cara pembuatan peraturan Negara”, sedangkan dalam “peraturan yang 
dilahirkan dari perundangundangan” cukup dengan menyebut 
“peraturan saja. Adapun yang dimaksud dengan “peraturan Negara” 
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adalah peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi, baik dalam 
pengertian lembaga dan pejabat tertentu. Peraturan dimaksud meliputi 
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 
Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Surat keputusan dan Intruksi. 
Sedangkan yang dimaksud peraturan perundang adalah peraturan 
mengenai tata cara pembuatan peraturan Negara. 
Sedangkan dalam pandangan Jimly Asshiddique, Pengertian 
peraturan perundang-undangan adalah keseluruhan susunan hirarkis 
peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang ke 
bawah yaitu semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga 
perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah ataupun yang 
melibatkan peran pemerintah karena kedudukan politiknya dalam 
melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga 
perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut 
tingkatannya masing-masing. 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (atau 
disingkat Perpu atau Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang 






(1) Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak 
menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-
undang. 
(2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. 
(3) Jika tidak dapat mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah 
itu harus dicabut. 
Dari ketentuan-ketentuan mengenai Badan yang berwenang 
menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang/ 
Undang-undang Darurat tersebut, ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan, yaitu : 
1. Bahwa hak Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang itu hanya dapat dilakukan/dilaksanakan 
dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Dalam pejelasan atas 
pasal 22 Undang Undang Dasar 1945, dikatakan bahwa pasal ini 
mengenai “noodverordeningsrecht” Presiden. Pengertian “hal 
ikhwal kegentingan yang memaksa” dalam pasal 22 Undang 
Undang Dasar 1945 sesungguhnya tidak selalu ada hubungannya 
dengan “keadaan bahaya” dalam kesan bahwa Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang itu ditetapkan sehubungan dengan 
adanya keadaan genting yang tafsirannya dalam keadaan bahaya.  
2. Pasal 8 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 





dan hierarki peraturan perundang-undangan yang lain, meliputi : 
peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah 
Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi 
Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi 
yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau 
Pemerintah atas perintah Undang- Undang, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang 
setingkat.31 
3. Perturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) dalam 
penjelasan pasal 22 Undang Undang Dasar 1945, antara lain 
dikatakan bahwa “aturan sebagai ini memang perlu, diadakan agar 
supaya keselamatan Negara dapat dijamin oleh Pemerintah dalam 
keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak 
lekas dan tepat. Meskipun demikian, Pemerintah tidak akan terlepas 
dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu 
Peraturan Pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama 
dengan Undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat.”  
                                                          






Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Perppu itu 
kekuatannya sama dengan Undang-undang. Adapun maksud dari 
ditatapkannya Perppu adalah agar supaya kepentingan serta 
kemaslahatan negara dapat dijamin oleh Pemerintah.32 
4. Diatur dalam Undang Undang Dasar Sementara (UUDS) 1945 
mengenai Pemerintah adalah Kabinet atau Menteri, sebagaimana 
halnya dengan Perppu maka Undang-undang darurat-pun ditetapkan 
dengan maksud untuk mengatasi berbagai kesulitan, dimana perlu 
segera ditetapkan suatu peraturan yang sederajat dengan  Undang-
undang oleh pemerintah. Dalam ketentuan pasal 96 UUDS 1950 
dijelaskan Undang-undang Darurat hanya dibenarkan selama 
dipergunakan untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan pemerintah 
yang keadaannya mendesak dan perlu disegerakan.33 Artinya 
Undang-undang Darurat tidak dapat ditetapkan guna mengatur hal-
hal yang bukan bersifat penyelenggaraan negara. 
Dalam suatu Undang-undang apabila ada suatu aturan atau 
ketentuan yang memerlukan pelaksanaan pengaturan pengaturan 
lebih lanjut dan pengaturan itu dikehendaki dengan Peraturan 
Pemerintah, maka dinyatakan dengan tegas bahwa pelaksanaan 
pengaturan lebih lanjut tersebut dilakukan dengan Peraturan 
Pemerintah.34 Berdasar kepada Undang Undang Dasar 1945 








“Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan 
Undang-undang sebagaimana mestinya.” Jadi Peraturan 
Pemerintah adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang 
dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan lebih lanjut suatu 
Undang-undang.  
2. Mekanisme Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang 
Dalam membentuk sebuah Peraturan Pemerintah (PP) harus 
melalui beberapa mekanisme yang ditempuh yaitu proses penyusunan, 
penetapan dan  pengundangan. Proses pembentukan UU diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (12/11) tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (15/19) tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan . Selain itu, proses 
pembentukan UU juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (UU MD3) dan perubahannya. 
Dalam UU 12/2011 dan perubahannya, proses pembuatan 





15/2019, pasal 43 UU 12/2011 s.d. pasal 51 UU 12/2011, dan pasal 65 
UU 12/2011 s.d. Pasal 74 UU 12/2011. 
Perencenaan penyusunan PP Pengganti undang-undang 
dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Namun 
dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden 
dapat mengajukan rancangan undang-undang diluar prolegnas. 
Selanjutnya materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus 
mencerminkan asas:  
a. pengayoman;  
b. kemanusiaan;  
c. kebangsaan;  
d. kekeluargaan;  
e. kenusantaraan;  
f.  bhinneka tunggal ika;  
g. keadilan;  
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;  
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau  
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus 
dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan yang baik, yang meliputi:  





b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;  
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;  
d. dapat dilaksanakan;  
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;  
f. kejelasan rumusan; dan  
g. keterbukaan. 
Tahap Pembahasan hanya ada pada proses pembentukan 
Undang-Undang. Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan 
Presiden tidak melalui tahap pembahasan dikarenakan tidak melibatkan 
DPR. Pembahasan akan dibatasi pada perencanaan PP dan Perpres 
sebagai produk regulasi yang berada di bawah kewenangan pemerintah 
dalam hal ini Presiden RI. Tidak disinggungnya proses perencanaan 
pembentukan undang-undang dikarenakan mekanisme Prolegnas sudah 
diatur secara rinci dalam peraturan DPR dan tidak masuk dalam ranah 
kewenangan pemerintah untuk mengaturnya. Selain itu, apabila ditinjau 
dari aspek kuantitas peraturan yang dikeluarkan setiap tahunnya, PP dan 
Perpres jumlahnya jauh lebih banyak dibanding dengan undang-undang 
yang ditetapkan bersama oleh DPR dan Presiden. Oleh karena itu, 
pembenahan mekanisme perencanaan PP dan Perpres diharapkan dapat 
memberikan kontribusi yang lebih besar dalam proses peningkatan 
kualitas sistem hukum di Indonesia35 
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Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam 
suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah. Perencanaan 
penyusunan Peraturan Pemerintah memuat daftar judul dan pokok 
materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah (disingkat RPP) 
untukmenjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.  
Perencanaan penyusunan PP dan Perpres secara singkat telah diatur 
dalam UU No. 12 Tahun 2012 dan Perpres No. 87 Tahun 2014. Badan 
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang merupakan bagian dari 
organisasi Kementerian Hukum dan HAM adalah instansi yang 
bertanggung jawab dalam Progusun PP dan Perpres. Perencanaan 
ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perencanaan penyusunan 
Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang 
ditetapkan dengan Keputusan Presiden. RPP berasal dari kementerian 
dan/atau lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan bidang 
tugasnya. Dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga 
pemerintah nonkementerian dapat mengajukan RPP di luar perencanaan 
penyusunan Peraturan Pemerintah. Rancangan Peraturan Pemerintah 
tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan UU atau putusan Mahkamah 
Agung. Dalam penyusunan RPP, pemerkasa membentuk panitia antar 
kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian. Perlu 





RPP dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum. 
Tata cara pembentukan panitia antar kementerian dan/atau antar 
non kementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian 
23 Rancangan Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden. 
Hasil pembahasan RPP yang telah disetujui, selanjutnya akan dikirim 
kembali sekretaris negara untuk disampaikan kepada Presiden guna 
ditetapkan dan ditanda-tangani. RPP yang telah disetujui presiden, 
selanjutnya disahkan oleh presiden menjadi peraturan pemerintah. 
Kemudian Menteri Sekretaris Negara memberikan nomor dan tahun. 
Pengundangan Peraturan Pemerintah dilakukan oleh Menteri Hukum 
dan HAM dengan menandatangani naskah peraturan dan member 
nomor Lembar Negara/Berita Negara dan Tambahan Lembar 
Negara/Tambahan Berita Negara. Penerbitan Lembaran Negara atau 










A. Alasan Dikeluarkannya SKB 6 Pejabat Tentang Larangan Kegiatan 
Penggunaan Simbol Dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 Pejabat yakni 
Menteri Dalam Negeri (mendagri), Menteri Hukum dan HAM 
(menkunham), Menteri Komunikasi dan Informatika (menkominfo), Kepala 
Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jaksa Agung, dan Kepala Badan 
Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Nomor 220/4780 Tahun 
2020, Nomor M.HH/14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, 
Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII Tahun 2020, dan Nomor 320 
Tahun 2020  tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut 
Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) pada tanggal 31 
Desember 2020 Pemerintah telah menyatakan bahwa FPI adalah organisasi 
yang tidak terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara de jure telah 
bubar sebagai Organisasi Kemasyarakatan. Adapun pertimbangan atau 
alasan dikeluarkannya SKB tersebut yaitu: 
1. Untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsesus dasar bernegara yaitu 
Pancasila, Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal 





Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2017 Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang; 
2. Isi Anggaran Dasar FPI bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2017 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-
Undang. 
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 01-00-
00/010/D.ITl.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014tentang Surat 
Keterangan Terdaftar (SK) front Pembela lslam(FPI) sebagai 
Organisasi Kemasyarakatan berlaku sampai tanggal 20 Juni 
2019, dan sampai saat ini FPI belum memenuhi persyaratan 
untuk memperpanjang SKT tersebut, oleh sebab itu secara de 
jure terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019 FPI dianggap bubar; 
4. Kegiatan Organisasi Kemasyarakalan tidak boleb bertentangan dengan 
Pasal 5 huruf g, Pasal 6 huruI f, Pasal 21 huruf b dan d, Pasal 59 ayat (3) 
huruf a, c, d, Pasal 59 ayat (4) huruf c, dan Pasal 82A Undang- Undang 





telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2017  tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 
Tabun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang; 
5. Pengurus dan/atau anggota FPI  maupun  yang pernah bergabung  
dengan  FPI  berdasarkan  data sebanyak 35 (tiga puluh lima)  orang  
terlibat dalam kasus  tindak pidana terorisme dan 29 (dua puluh 
sembilan) orang diantaranya telah dijatuhi pidana,  disamping  itu 
sejumlah 206 (dua ratus enam) orang terlibat berbagai tindak pidana 
umum lain nya dan 100 (seratus) orang diantaranya telah dijatuhi 
pidana; 
6. Bahwa jika menurut penilaian atau dugaannya  sendiri terjadi 
pelanggaran ketentuan  hukum  maka  pengurus dan/ atau anggota FPI 
kerap kali melakukan berbagai tindakan razia (sweeping) di tengah – 
tengah masyarakat, yang sebenarnya hal tersebut menjadi  tugas  dan 
wewenang Aparat Penegak Hukum ; 
7. Berdasarkan  pertimbangan   sebagaimana   dimaksud dalam huruf  a  
sampai  dengan  huruf  f,  perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri  
Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan lnformatika 
Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia,  Kepala   





Penanggulangan Terorisme  tentang  Larangan  Kegiatan,  Penggunaan 
Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam . 
Beberapa tindakan arogan yang dilakukan oleh FPI di tengah 
masyarakat telah menimbulkan keresahan pada masyarakat secara 
umum yang berpotensi mengancam ideologi dan konsensus dasar 
bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Dalam ketentuan pasal 8 undang-
undang nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat dijelaskan 
bahwa Ormas dilarang : 
1. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau 
golongan;  
2. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap 
agama yang dianut di Indonesia;  
3. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan 
ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; 
dan/atau  
4. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak 
hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Menurut Arif Nurul Iman analis politik dari Indo Strategi 
Research and Consulting berpendapat FPI selama ini dilihat oleh 
pemerintah merupakan organisasi yang kerap membuat kegaduhan 
publik dan disinyalir memiliki agenda tersembunyi merubah haluan 





sebagai upaya menghalau laju gerak FPI yang menjadi ancaman 
negara.36 
Pelanggaran terhadap asas-asas Ormas yang telah menegaskan 
tidak bertentang dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, pada hakikatnya merupakan perbuatan 
yang sangat dicelakan oleh pengurus atau Ormas yang bersangkutan 
karena telah melanggar kesepakatan para pendiri Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, sebagaimana telah diwujudkan dalam Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Maksud dan tujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 
Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah untuk 
membedakan dan sekaligus melindungi Ormas yang mematuhi dan 
konsisten dengan asa dan tujuan Ormas berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
B. Dasar dikeluarkannya SKB 6 Pejabat tentang Larangan Kegiatan 
Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI 
Pada dasarnya undang-undang Ormas merupakan perangkat hukum 
administrasi, maka pengaturan dalam sanksi administrasi yang diterapkan 
merupakan upaya pemerintah dalam menertibkan Ormas di 
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Indonesia.Sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1)  Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang yaitu : 
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) 
terdiri atas: 
a. peringatan tertulis; 
b. penghentian kegiatan; dan/atau 
c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan 
hukum.  
Sanksi administratif yang dimaksud adalah berupa pencabutan surat 
keterangan terdaftar oleh menteri, atau pencabutan status badan hukum oleh 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan 
hak asasi manusia. Selanjutnya apabila Ormas tidak mematuhi peringatan 
tertulis sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan yakni dalam 
waktu 7 (tujuh) hari sejak peringatan diterbitkan, maka menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi 
manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian 
kegiatan diatur dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 
tentang Organisasi Masyarakat. Apabila Ormas tidak mematuhi sanksi yang 





atau pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.  
Terhadap kasus yang terjadi pada FPI sebagai Ormas Islam di 
Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama 
(SKB) sebagai surat pemberhentian resmi kepada FPI untuk tidak lagi aktif 
sebagai Ormas Islam dan tidak menggunakan simbol serta atribut FPI dalam 
bentuk apapun. Sebagai dasar pertimbangan atas dikeluarkannya SKB oleh 
6 pejabat adalah : 
1. Undang- Undang  Dasar   Negara   Republik Indonesia Tahun 1945 
Pasal 28 dinyatakan bahwa “kebebasan berserikat, berkumpul 
dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya 
ditetapkan dalam undang-undang.” Artinya kebebasan yang telah 
dijamin oleh negara dituangkan dalam pasal tersebut, namun 
pelaksanaanya harus sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya 
diteruskan dalam Pasal 28C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk 
memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif 
untuk mem-bangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Pasal 28E ayat  
(3) “Setiap orang berhak  atas kebebasan  berserikat, berkumpul, dan 
mengeluarkan pendapat.” dan Pasal  28J  Undang-Undang  Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1) Setiap orang wajib 
menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak 





ditetapkan dengan undang¬undang dengan maksud semata-mata untuk 
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain 
dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan 
moral, nilai¬nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokratis 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berserikat artinya 
bersama-sama mengusahakan sesuatu. Berserikat bisa juga diartikan 
sebagai berkumpulnya orang-orang yang mempunyai dasar dan tujuan 
yang sama. Kesamaan dasar dan tujuan ini bisa menjadi cikal bakal 
lahirnya organisasi dengan ikatan dan aturan yang jelas antar sesama 
anggota. Dengan organisasi, mereka bersama-sama mengusahakan 
sesuatu, seperti yang menjadi tujuan organisasi tersebut. 
Mengeluarkan pikiran berarti mengeluarkan hasil pikiran dalam 
bentuk pendapat, pandangan, perasaan, atau kehendak. Setiap warga 
negara memiliki hak dan kemerdekaan untuk melakukan itu, dengan 
kemauan sendiri, tanpa paksaan, dan tanpa takut mendapat tekanan dari 
orang lain. Pikiran tersebut bisa disampaikan dengan cara lisan 
(berbicara), tulisan (artikel atau makalah), dan sebagainya. Frasa "dan 
sebagainya" disini berarti kita bebas mengekspresikan pikiran tersebut 
dengan cara-cara lain yang kita sukai. 
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, 





Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal 
budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk 
membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan 
mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. 
Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan 
untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, 
untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan 
untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. 
Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi 
menusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah 
Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran 
terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh 
karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban 
kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada 
setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus 
selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar 
negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan 
Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek 
individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh 
karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini 





menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi 
setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan 
pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung 
jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak 
asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. 
Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin 
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai 
keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan 
persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, 
hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan 
berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan 
dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai 
dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh 
pendidikan dan pengajaran. 
Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai 
penderitaan, kesegaran dan kesengajaan sosial, yang disebabkan oleh 
perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, 
budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial 
lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan 
pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan 
oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun 





dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (gross 
violation of human rights).37 
Pada kenyataannya selama lebih lima puluh tahun usia Republik 
Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakan 
hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan. Hal tersebut tercermin 
dari kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, 
penganiayaan, perkosaan, penghilangan paksa, bahkan pembunuhan, 
pembakaran rumah tinggal dan tempat ibadah, penyerangan pemuka 
agama beserta keluarganya. Selain itu, terjadi pula penyalahgunaan 
kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat negara yang seharusnya 
menjadi penegak hukum, pemelihara keamanan, dan pelindung rakyat, 
tetapi justru mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa 
dan/atau menghilangkan nyawa. 
Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Undang-
Undang Dasar 1945 tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi 
Manusia menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan 
seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan 
menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada 
seluruh masyarakat, seta segera meratifikasi berbagai instrumen 
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Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang 
tidak bertentangan dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
Di samping kedua sumber hukum di atas, pengaturan mengenai 
hak asasi manusia pada dasarnya sudah tercantum dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang yang 
menegaskan berbagai konversi internasional mengenai hak asasi 
manusia. Namun untuk memayungi seluruh peratuan perundang-
undangan yang sudah ada, perlu dibentuk Undang-undang tentang Hak 
Asasi Manusia. 
3. Undang- Undang Nomo.r 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor  244,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana lelah beberapa kali  diubah  terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 





Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
Lebih jelas disebutkan pada ayat kedua Pemerintah Daerah adalah 
kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
Menurut hemat penulis berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membagi beberapa ketentuan 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah antara lain : 
a. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah 
b. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
c. Urusan Pemerintahan 
d. Peran Gubernur sebagai Pemerintah Pusat di Daerah 
e. Penataan Daerah 
f. Perangkat Daerah 
g. Keuangan Daerah  
h. Peraturan Daerah 
i. Inovasi Daerah 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor  116,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 





Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 
menjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor  138,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6084); 
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-Xl/2013 tanggal 23 
Desember 2014. 
Pada prinsipnya Surat Keputusan Bersama (SKB) merupakan suatu 
penetapan yang berbentuk keputusan (beschikking). Sehingga muatan 
normanya harus bersifat individual, konkrit, dan sekali selesai (einmalig). 
Menurut Indroharto dalam garis besarnya suatu SKB merupakan keputusan 
Tata Usaha Negara (TUN) yang memuat kebijaksanaan yang akan ditempuh 
oleh Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan.38 Lebih lanjut Indroharto 
mengatakan bahwa sifat dari SKB adalah umum - abstrak dan dapat 
disejajarkan dengan bentuk Peraturan Kebijaksanaan. Karena itu tidak dapat 
dimintakan pembatalan ke Hakim TUN.39 
Awaloedin Djamin, dalam bukunya Reformasi Aparaturl 
Adminstrasi Negara RI, terbitan Yayasan Tenaga Kerja Indonesia: 1999, 
menelaah Legal Drafting dan Public Policy Formulation, dengan 
mengetengahkan tentang Menteri-menteri Negara yang tersurat dan tersirat 
dalam penjelasan UUD 1945 sebagai berikut:40 
                                                          
38 Indroharto,Perbuatan Pemerintah menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata. Bogor-
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Meskipun kedudukan Menteri Negara tergantung pada Presiden 
akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa oleh karena Menteri 
menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintah (Pouvoir 
Executif) dalam praktek. Sebagai Pimpinan Departemen, Menteri 
mengetahui seluk-beluk hal hal yang mengenai lingkungan pekerjaannya, 
berhubung dengan itu Menteri-menteri mempunyai pengaruh besar dalam 
menentukan politik negara yang mengenai departemennya . Memang yang 
dimaksud ialah Menteri itu pemimpin-pemimpin negara untuk menetapkan 
politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan negara, para menteri 
bekerja sama satu sama lain seerat-eratnya di bawah pimpinan Presiden. 
Kebijakan pemerintah yang dilakukan juga tidak luput dari Public 
Policy atau politik pemerintahan. Fungsi-fungsi utama Departemen yaitu 
rule making function atau policy making function. Pada umumnya tahap-
lahap kebijaksanaan publik mencalrupi isue-isue alau masaJah yang 
memerlukan penelitian atau pemecahan masalah tersebut. Bila sudah jelas 
alternatif yang dianggap tepat untuk pemecahan masalah itu maka 
kebijaksanaan dirumuskan. Selanjutnya bentuk kebijaksanaan ditentukan 
tertulis atau tidak serta tingkatannya dalam peraturan perundang-undangan. 
Pada umumnya kebijaksanaan publik, karena mengikat rakyat banyak 
dirumuskan secara tertulis dan karena itu berbentuk peraturan perundang-
undangan. Tingkat hierarchinya menentukan pejabat mana yang secara 





Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan dengan menunjuk kepada Pasal 1 angka 7 jo 
Pasal 87 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 karakter 
norma hukum dari SKB Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan 
Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 telah memperjelas sifat-
sifat norma hukum yang terkandung di dalam suatu Keputusan yang 
menjadi kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara yang tidak hanya 
terbatas kepada Keputusan yang bersifat konkrit - individual, akan tetapi 
juga telah merambah kepada sifat Keputusan yang bernuansa umum – 
konkrit, dan abstrak-individual. Sehingga keputusan tersebut bersifat 
regeling, yakni hukum publik berupa suatu pengaturan yang bersifat umum 
dan abstrak. 
Akan tetapi penamaan Surat Keputusan Bersama menimbulkan 
tafsir yang berbeda, mengenai “Keputusan” dan “Peraturan” menurut jimly 
Asshiddiqie dalam bukunya “Perihal Undang-Undang” Negara sebagai 
organisasi kekuasaan umum dapat membuat tiga macam keputusan yang 
mengikat secara hukum bagi subjek-subjek hukum yang terkait dengan 
keputusan-keputusan itu: Yaitu keputusan-keputusan yang bersifat umum 
dan abstrak (general and abstract) biasanya bersifat mengatur (regeling), 
sedangkan yang bersifat individual dan konkret dapat merupakan keputusan 
yang bersifat atau berisi penetapan administratif (beschikking) ataupun 





putusan.41 Tiga bentuk kegiatan pengambilan keputusan yang dapat 
dibedakan dengan penggunaan istilah “peraturan”, 
“keputusan/ketetapan”dan “tetapan”, menurut Jimly istilah-istilah tersebut 
sebaiknya hanya digunakan untuk: 
1. Istilah “peraturan” digunakan untuk menyebut hasil kegiatan 
pengaturan yang menghasilkan peraturan (regels). 
2. Istilah “keputusan” atau “ketetapan” digunakan untuk menyebut hasil 
kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif 
(beschikkings). 
3. Istilah “tetapan” digunakan untuk menyebut penghakiman atau 
pengadilan yang menghasilkan putusan (vonnis).42 
Dari alasan tersebut Apabila dihubungkan dengan berbagai Surat 
Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara, 
maka sebenanarnya SKB secara materi yang diatur dapat dikategorikan 
bersifat general and abstract dan berlaku terus-menerus 
(dauerhaftig),43 untuk itu menurut hemat penulis berdasarkan ciri-ciri 
sebagaimana telah diurai diatas, maka Surat Keputusan Bersama (SKB) 
termasuk dalam kategori Peraturan (regeling). Namun apabila dilihat dari 
segi penamaan dari Surat Keputusan Bersama (SKB) sendiri, maka makna 
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42Ibid hlm. 10 
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dari Surat Keputusan Bersama (SKB) termasuk kategori Keputusan 
(beschiking).  
Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan 
perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum 
yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga 
negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan 
dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini SKB yang telah 
dikeluarkan atau ditetapkan oleh 6 (enam) pejabat terkait mempunyai 
kewenangan untuk membuat aturan kebijakan (beleidsregels) yang tidak 
didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan tetapi berdasarkan 
kepada freies ermessen atau kewenangan diskresi (discretionare 
bevoegdheid) asalkan beleids tersebut tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang ada dan prinsip-prinsip umum penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik.44 Peraturan kebijaksanaan disebut dengan judul 
Keputusan, sementara Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) dalam arti 
Beschikking disebut dengan judul Surat Keputusan (SK).45 
Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam pembuatan ketetapan 
ini mencakup syarat-syarat material dan syarat formal. 
Syarat Material terdiri dari : 
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- Organ Pemerintahan yang membuat ketetapan harus 
berwenang 
- Ketetapan tidak boleh mengandung kekurangan-kekurangan 
yuridis. 
- Ketetapan harus berdasarkan suatu keadaan tetrtentu. 
- Ketetapan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar 
peraturan lainnya, Serta isi dan tujuannya harus sesuai dengan 
isi dan tujuan peraturan dasarnya.46 
Syarat Formil terdiri dari : 
- Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan 
dibuatnya ketetapan dan berhubung dengan cara dibuatnya 
ketetapan harus dipenuhi. 
- Ketetapan harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
dikeluarkannya ketetapan itu. 
- Syarat-syarat berhubung dengan pelaksanaan ketetapan itu 
harus dipenuhi. 
- Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal hal yang 
menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya ketetapan itu 
harus diperhatikan.47 
Dalam perspektif jenis dan hierakhi Peraturan Perundang-undangan 
SKB antar kementerian/lembaga non departemen maupun Surat Keputusan 
Bersama antar lembaga negara dari optik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak termasuk 
di dalam jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana 
dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (1), melainkan jenis Peraturan Perundanga-
undangan lainnya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan yaitu jenis peraturan mencakup peraturan yang ditetapkan oleh 
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Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, 
BadanPemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, 
badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-
Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.  
Maka dari itu surat keputusan bersama memiliki kedudukan yang 
sama dengan peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya 
dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibentuk berdasarkan 
kewenangan sesuai dengan hukum positif yang berlaku berdasarkan pada 
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 









Berdasarkan hasil pembahasan masalah terkait Tinjauan Yuridis 
Surat Keputusan Bersama 6 Pejabat tentang Larangan Kegiatan Penggunaan 
Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam yang 
telah penulis teliti, maka penulis menyimpulkan : 
1. Alasan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama 6 Pejabat tentang 
Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian 
Kegiatan Front Pembela Islam sudah relevan mengingat fungsi dari 
Pemerintah dan Menteri Penyelenggara Pemerintahan adalah 
melakukan pengawasan dan sinergitas terhadap Organisasi Masyarakat 
sehingga terciptanya kooperatif antara Organisasi Masyarakat dengan 
Pemerintah, Serta menjaga kedaulatan negara terhadap tindakan-
tindakan arogan yang dapat mengancam keamanan negara yang telah 
dituangkan dalam Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila. 
2. Dasar diterbitkannya Surat Keputusan Bersama 6 Pejabat tentang 
Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian 
Kegiatan Front Pembela Islam adalah : 
a. Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat  (3), dan Pasal  28J  





b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun  1999  tentang  Hak Asasi 
Manusia (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3886); 
c. Undang- Undang Nomo.r 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor  
244,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana Lelah beberapa kali  diubah  terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor  116,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 
e. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi 
Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 






f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-Xl/2013 tanggal 23 
Desember 2014. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik, maka penulis berupaya 
memberikan saran sebagai berikut : 
1. Bagi Pemerintah 
Dalam membuat suatu keputusan tentu harus melihat berbagai 
pertimbangan. Karena peraturan yang memiliki sifat khusus atau searah 
yakni hanya mengatur tentang beberapa orang atau golongan maka 
pertimbangannya adalah asas keadilan, keseimbangan dan kemanfaatan. 
Menurut Marcus Tullius Cicero kebahagiaan rakyat hendaknya menjadi 
undang-undang tertinggi, maka pemerintah hendaknya membuat 
peraturan se adil-adilnya bukan hanya untuk kepentingan politik. 
Adanya perubahan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi 
Undang-Undang menimbulkan kontroversi dengan menghapus 
mekanisme pembubaran Ormas melalui sistem peradilan. Meskipun 
Surat Keputusan Bersama 6 Pejabat tentang Larangan Kegiatan 
Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front 
Pembela Islam sah secara formil namun pada prinsipnya masih perlu 





kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat 
berdasarkan Undang Undang 1945. 
2. Bagi Organisasi Masyarakat 
Penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) bukan kali pertama yang 
diterbitkan oleh pemerintah. Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa 
dalam membentuk sebuah Organisasi Masyarakat harus sesuai dengan 
hukum dan konstitusi yang berlaku. Sebagai negara hukum, segala 
kehidupan dan penyelenggaraan pemerintah harus berdasarkan hukum 
yang berlaku. maka dari itu perlu adanya kesadaran bagi seluruh 
masyarakat akan hukum supaya terselenggaranya ketertiban di 
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